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Ringkasan

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pembebanan pajak oleh Pemerintah
kepada para pengusaha yang dikenakan pajak. Pembayaran atas PPN kerap kali terjadi
kesalahan dimana wajib pajak kurang ataupun lebih dalam melakukan pembayaran
pajak. Kelebihan dalam pembayaran pajak tersebut disebabkan adanya jumlah kredit
pajak atau kena pajak yang menimbulkan adanya kekurangan bahkan kelebihan dalam
pembayaran PPN. Restitusi PPN adalah dikembalikannya jumlah pajak yang berlebihan
dari PPN serta kompensasi PPN dilakukan untuk menutup pajak bulan berikutnya
berdasarkan pada lebih bayar PPN yang dibayarkan oleh wajib pajak. Riset yang
dilakukan ini memiliki tujuan dalam menganalisis bagaimana penerapan restitusi serta
kompensasi Pajak Pertambahan Nilai pada penerimaan pajak di KPP Pratama Malang
Selatan. Riset ini dilakukan secara deskriptif menggunakan metode kualitatif. Data
yang didapatkan untuk proses pembuatan kesimpulan didapatkan berdasarkan hasil
observasi, wawancara serta dilakukannya dokumentasi untuk menunjang hasil dari riset
yang dilakukan. Temuan riset membuktikan penerapan kompensasi serta restitusi pada
penerimaan pajak di KPP Pratama Malang Selatan sudah sesuai dengan prosedur, tata
cara atau sesuai dengan peraturan yang sudah berlaku.

Kunci : Kompensasi, Restitusi, PPN, Penerimaan Pajak.



BAB 1
PENDAHULUAN
1. Latar Belakang

Pajak adalah sebuah pemungutan dari Pemerintah berdasarkan pada peraturan yang
berlaku dimana dibebankan kepada wajib pajak yang dapat berupa badan maupun
perseorangan. Pajak kemudian akan dipergunakan dalam pembiayaan kepentingan
pengeluaran negara yang memiliki tujuan sebagai peningkatan kemakmuran masyarakat.
Pendapatan yang didapatkan dalam pajak rakyat adalah bentuk kontribusi secara nyata dalam
rangka membiayai penyelenggaraan pembangunan nasional (Qumniawan, 2016). Pajak
memiliki sifat memaksa yang disetiap negara pasti memberlakukan pajak untuk pendapatan
negaranya. Maka pajak perlu untuk dibayarkan kepada Pemerintah tanpa terkecuali. Dengan
adanya self assessment diharap wajib pajak memiliki kesadaran serta patuh dalam membayar
pajak sehingga dapat meningkatkan pendapatan pajak, mengingat kondisi ekonomi Indonesia
di masa pandemi Covid 19 masih memprihatinkan.

PPN atas Pajak Pertambahan Nilai adalah digolongkan pajak tidak langsung yang
dibebankan kepada wajib pajak dari konsumen sebuah barang maupun jasa melalui penjualnya
(octavia et al, 2015). Pengusaha kena pajak ataupun wajib pajak memiliki kewajiban untuk
melaporkan pajak usahanya, melakukan pemungutan, melakukan penyetoran serta melaporkan
berkaitan dengan PPN serta pajak pembelian pada barang-barang yang dikategorikan mewah
berdasarkan pada Undang-Undang. Harapan dari kewajiban pembayaran pajak tersebut yaitu
untuk meningkatkan pendapatan negara dalam sektor pajak (Supit et al., 2014).

Pengusaha kena pajak kerap kali mengalami kesalahan pada pembayaran PPN yang
berupa kekurangan ataupun kelebihan dalam pembayaran. Kelebihan bayar kerap kali terjadi
dikarenakan kena pajak atau jumlah kredit pajak yang berpengaruh pada kekurangan ataupun

kelebihan bayar. Restitusi merupakan pembayaran yang dilakukan kembali ataupun



mengembalikan pajak dimana telah dibayarkan oleh wajib pajak. UU KUP menjelaskan
mengenai restitusi yaitu pengembalian dari lebihnya jumlah pembayaran atas pajak. Namun
bila wajib pajak memilih untuk tidak melakukan restitusi pajak, maka kelebihan dari
pembayaran pajak tersebut akan dikompensasikan pada pajak bulan selanjutnya.

Salah satu kompensasi serta restitusi yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Malang Selatan merupakan kompensasi serta restitusi PPN yaitu dikembalikannya
lebih bayar atas pajak PPN serta kompensasinya untuk pembayaran bulan setelahnya
berdasarkan pada lebihnya nominal pajak yang dibayarkan. Penyebab dari restitusi pajak PPN
salah satunya adalah nominal kredit pajak yang melebihi nominal dari pajak yang dibebankan
ataupun lebih bayar masukan pada pajak keluaran pada periode pajak tertentu.

Objek yang digunakan pada riset ini merupakan KPP Pratama Malang Selatan
dimana adalah industri, sentra bisnis, UMKM serta pertokoan.Industri yang dapat berupa
industri pengolahan tembakau, sentra bisnis yang dapat berupa perbankan serta kantor-kantor,
para pelaku UMKM seperti kerajinan dan pengolahan makanan serta ritel yang digolongkan
kedalam pertokoan dimana diperlukan pemaksimalan dalam penerimaan pajak dari sektor-
sektor tersebut. KPP Pratama Malang Selatan mempunyai area kerja yang dapat dikatakan
cukup luas dengan 3 kecamatan antara lain kecamatan sukun, kecamatan klojen serta
kecamatan kedungkandang. KPP Pratama Malang Selatan merupakan bagian dari KPP Modern
dimana telah menggabungkan PBB, PPh serta pemeriksaan dalam satu kantor yang dapat
memberikan kemudahan dalam melayani wajib pajak secara maksimal. Lokasi dari KPP
Pratama Malang Selatan bertempat di kantor Direktorat Jenderal Pajak Wilayah Jawa Timur
IIT di Kota Malang.

Berdasarkan pada penjabaran latar belakang, peneliti memiliki ketertarikan dalam

meneliti “ANALISIS RESTITUSI DAN KOMPENSASI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI



(PPN) TERHADAP KAITANNYA DENGAN OPTIMALISASI NILAI PENERIMAAN
PAJAK DI KPP PRATAMA MALANG SELATAN”
1. Rumusan Masalah
Permasalahan pokok dalam latar belakang yang disusun oleh peneliti antara lain yaitu:
1. Bagaimana analisis restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap penerimaan pajak
di KPP Pratama Malang Selatan?
2. Bagaimana analisis kompensasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap penerimaan
pajak di KPP Pratama Malang Selatan?
1. Tujuan Penelitian
Mengacu pada permasalahan penelitian, riset ini memiliki tujuan dalam pembuktian antara
lain:
1. Melakukan analisa penerapan restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap
penerimaan pajak di KPP Pratama Malang Selatan.
2. Melakukan analisa Kompensasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap
penerimaan Pajak di KPP Pratama Malang Selatan.
1. Manfaat Penelitian
Berikut merupakan manfaat yang diharapkan dalam hasil riset ini, antara lain yaitu:
a. Bagi Peneliti, dapat berguna sebagai penambahan wawasan serta pengetahuan yang
berkaitan dengan Pajak Pertambahan Nilai.
b. Bagi KPP Pratama Malang Selatan dapat digunakan untuk referensi dalam
mempertimbangkan penerapan PPN yang selama ini telah dilakukan berdasarkan pada
pengetahuan serta teori-teori yang dikembangkan.
c. Bagi akademisi yang dapat digunakan sebagai literasi untuk dilakukannya riset yang

memiliki objek serta tema permasalahan yang sama.
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